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ABSTRAK 
 
 
DOSMA PANDAPOTAN (B111 11 394), dengan judul skripsi “Penerapan 
Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, (Studi Kasus Putusan PN: 
587/Pid.Sus/2014/PN.Stb)“ dibawah bimbingan H. M. Said Karim selaku 
Pembimbing I dan Haeranah selaku Pembimbing II.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 81 ayat 
(1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam 
Putusan PN: 587/Pid.Sus/2014/PN.Stb dan untuk mengetahui 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku 
Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak pada perkara Putusan PN: 
587/Pid.Sus/2014/PN.Stb. 
 
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Stabat Kab. Langkat. 
Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan penelitian 
lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber.  
 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (I) Penerapan Pasal 81 ayat 
(1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap tindak 
pidana persetubuhan terhadap anak studi kasus Putusan PN: 
587/Pid.Sus/2014/PN.Stb telah sesuai karena telah memenuhi unsur-
unsur yang ada. Serta selama pemeriksaan di persidangan tidak 
ditemukan alasan-alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana baik 
alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dinyatakan 
mampu bertanggungjawab dan harus mendapatkan sanksi yang setimpal 
atas perbuatannya. (II) Pertimbangan hukum majelis hakim dalam 
menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap 
anak dalam studi kasus Putusan PN: 587/Pid.Sus/2014/PN.Stb Telah 
sesuai dengan ketentuan dalam pasal 183 KUHP yakni sekurang-
kurangnya dua alat bukti ditambah keyakinan hakim. Alat bukti dalam 
kasus ini yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang 
saling bersesuaian, sehingga majelis hakim memperoleh keyakinan 
bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap 
anak. Serta hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan 
dan hal-hal yang meringankan terdakwa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A.  Latar Belakang Masalah 
Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mana 
dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, 
sebagaimana manusia yang lainnya. Dan juga sebagai sumber daya 
penggerak pembangunan yang utama di masa mendatang harus 
memperoleh kesempatan agar dapat tumbuh dan berkembang secara 
wajar.    
Kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan keceriaan merupakan 
cermin suatu negara yang memberikan jaminan kepada anak untuk dapat 
hidup berkembang sesuai dengan dunianya sendiri. Disisi lain masa anak-
anak merupakan masa yang sangat menentukan untuk terbentuknya 
kepribadian seseorang.  
Permasalahan kehidupan anak sangatlah kompleks dan rumit, 
masih banyaknya pemberitaan di media massa mengenai pelanggaran-
pelanggaran terhadap hak-hak anak tersebut. Dimana masyarakat dan 
aparat penegak hukum masih sering mengalami hambatan dalam 
memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak.  
Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka 
tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, 
 
 
2 
organisasi swasta maupun pemerintahan) baik secara langsung maupun 
tidak langsung.1 Diperlukan perlindungan secara terus menerus demi 
kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan 
sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan 
membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.  
Perkembangan masyarakat yang sedemikian maju rupanya 
berdampak pula pada dunia kejahatan. Salah satunya yakni kejahatan 
terhadap kesusilaan, yang dimana menimbulkan kecemasan dan 
kekhawatiran bagi masyarakat. Terutama kejahatan-kejahatan yang 
berbau seksual seperti, pemerkosaan, persetubuhan, dan pencabulan. 
Merajalelanya kejahatan terhadap kesusialaan semakin mencemaskan 
masyarakat, khususnya pada orang tua. Tindak pidana persetubuhan 
terhadap anak, termasuk pula ke dalam salah satu masalah hukum yang 
sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, 
tindak pidana persetubuhan merupakan perbuatan yang bertentangan 
dengan agama dan kesusilaan. Apalagi jika yang menjadi korban adalah 
anak yang secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti pada 
layaknya orang dewasa.  
Timbulnya kekhawatiran orang tua terhadap anak  wanita, karena 
selain dapat mengancam keselamatan anak-anak wanita (misalnya: 
perkosaan, perbuatan cabul) dapat pula mempengaruhi proses 
pertumbuhan ke arah kedewasaan seksual lebih dini. 
                                                             
1 Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta, hal. 35. 
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Dalam hal tindak pidana persetubuhan terhadap anak, perangkat 
perundang-undangan di Indonesia sudah cukup lengkap, yaitu Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak 
selain itu juga terdapat dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak 
maupun di Undang-Undang Peradilan Anak. Akan tetapi dari masa ke 
masa kejahatan itu selalu tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan 
masyarakat. Hampir setiap hari media massa tak pernah sepi 
memberitakan peristiwa-peristiwa tentang tindak pidana pemerkosaan 
maupun persetubuhan baik dengan korban perempuan dewasa maupun 
dengan korban anak.  
Secara eksplisit pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak telah diatur mengenai tindak pidana 
persetubuhan terhadap anak. Secara khusus pada ayat (1) menyebutkan 
bahwa: 
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta 
rupiah).” 
 
Kemudian dalam ayat (2) ditegaskan bahwa seseorang yang 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk 
anak untuk melakukan persetubuhan  juga dikenakan ketentuan 
sebagaimana ayat (1). 
 
Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana 
memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut 
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sehingga hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam 
masyarakat. Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan efek 
jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya 
dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan 
kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat. 
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik 
untuk membahas skripsi dengan judul “Penerapan Pasal 81 Ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
(Studi Kasus Putusan PN: 587/Pid.Sus/2014/PN.Stb).”  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis 
merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menerapkan 
Pasal 81 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
dalam Putusan PN: 587/Pid.Sus/2014/PN.Stb?  
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
pada pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak pada perkara 
Putusan PN: 587/Pid.Sus/2014/PN.Stb? 
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C. Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan pokok permasalahan di atas, adapun tujuan yang 
ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan Hakim 
dalam menerapkan Pasal 81 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak dalam Putusan PN: 
587/Pid.Sus/2014/PN.Stb 
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan Hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku Tindak Pidana 
Persetubuhan terhadap Anak pada perkara Putusan PN: 
587/Pid.Sus/2014/PN.Stb. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penulisan skrispi ini 
adalah: 
1. Dapat menjadi sumber referensi pembelajaran bagi mahasiswa 
fakultas hukum pada umumnya dan bagi mahasiswa bagian hukum 
pidana pada khususnya. 
2. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada 
umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan 
dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.  
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3. Guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program 
Studi Sarjana Strata I (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin, Makassar. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Deskripsi Teori  
1. Pengertian Penerapan 
 Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan 
adalah hal, cara atau hasil.2 Adapun menurut Lukman Ali, penerapan 
adalah mempraktekkan, memasangkan.3 Berdasarkan pengertian tersebut 
dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang 
dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk 
mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan 
meliputi: 
1. Adanya program yang dilaksanakan. 
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran 
dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut. 
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang 
bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun 
pengawasan dari proses penerapan tersebut.4 
 
                                                             
2Prof. Dr. J.S. Badudu & Prof. Sultan Mohammad Zain, 1996, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 1487. 
3 Lukman Ali, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 1044. 
4 Abdul Wahab Solichin, 1990, Pengantar Analisis Kebijakan Negara, Rieneka Cipta, Jakarta, hal. 
45. 
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2. Pengertian Undang-Undang 
Undang-Undang adalah Norma aturan hukum yang mengikat bagi  
seluruh Masyarakat di dalam sebuah Negara.  Menurut UU No. 10 Tahun 
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan yang 
dimaksud dengan Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan 
yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden (pasal 1 
angka 3). Dengan kata lain dapat diartikan sebagai, peraturan–peraturan 
tertulis yang dibuat oleh perlengkapan negara yang berwenang dan 
mengikat setiap orang selaku warga negara. Undang-Undang dapat 
berlaku apabila telah memenuhi persyaratan tertentu. 
B. Perlindungan Anak  
1. Pengertian Anak 
Dalam hal mengenai pembahasan anak, maka diperlukan suatu 
perumusan yang dimaksud dengan anak, termasuk batasan umur. 
Sampai saat ini di Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan 
pendapat mengenai pengertian anak, sehinga kadang menimbang 
kebingungan untuk menentukan seseorang termasuk dalam kategori anak 
atau bukan. Hal ini dikarenakan oleh sistem perundang-undangan di 
Indonesia yang bersifat pluralisme, sehingga anak mempunyai pengertian 
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dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundangan-undangan 
dengan perundang-undangan lain.5 
Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut peraturan 
perundang-undangan : 
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
Pengertian Kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan 
dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai 
orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan 
perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. 
Pengertian dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum 
positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang 
untuk membentuk kepribadian anak tersebut berhak atas 
kesejahteraan yang layak.6 Pengertian anak dalam KUHP dapat 
kita ambil contoh dalam Pasal 287 KUHP. Dalam Pasal tersebut 
disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak 
tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.    
2. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan memuat, bahwa batasan minimum usia untuk dapat 
menikah bagi pihak pria adalah apabila telah mencapai usia 19 
(Sembilan belas) tahun dan bagi pihak wanita adalah bila telah 
                                                             
5 Abdussalam, 2007, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, hal. 5. 
6 Desita Rahma Setia Wati, 2010, TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 
KORBAN TINDAK PIDANA PEDOFILIA DI INDONESIA, Thesis, Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta, hal. 120. 
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mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ini 
menentukan batas belum dewasa atau sudah dewasa adalah 16 
(enam belas) tahun dan 19 (Sembilan belas) tahun.  
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 
Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 
4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang menyebutkan 
bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua 
puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.  
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I ketentuan 
Umum. Pasal 1 angka 5 Undang-undang ini menyebutkan bahwa: 
“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan 
belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada 
dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi 
kepentingannya”.  
 
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 
23 Tahun 2002, menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang 
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan”. 
6. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor  23 Tahun 2002  tentang Perlindungan 
Anak juga menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang 
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belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan”.  
7. Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 
Pengertian anak menurut Undang-undang No. 3 tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah orang 
yang dalam perkara anak telah mencapai usia 18 (delapan belas) 
tahun dan belum pernah menikah.  
2. Pengertian Perlindungan Anak 
 Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk 
menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan 
kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar 
baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan 
adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan 
anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan 
bermasyarakat.Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik 
dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. 
 Hukum merupakan jaminan bagi kepastian perlindungan anak. 
Sebagaimana Arif Gosita,7 mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu 
diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan 
mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak 
diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. 
                                                             
7 Arif Gosita, Op.cit., hal.  19.   
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 Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu: 
a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: 
perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum 
keperdataan.  
b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan 
dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.8 
Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa 
perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 
dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala 
upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan 
anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi, 
dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh 
kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.9 Arif Gosita 
berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi 
anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.10 
                                                             
8 Maidin Gultom,  Op.cit., hal. 34.   
9 Lihat Konvensi. Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak.Volume II No. 2 Medan: Lembaga 
Advokasi Anak Indonesia (LLAI). 1998, hal. 3.   
10 Arif Gosita,Op.cit., hal. 52.   
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 Dasar perlindungan anak adalah:11 
a. Dasar Filosofis; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang 
kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, 
serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak; 
b. Dasar Etis; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan 
etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang 
dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam 
pelaksanaan perlindungan anak; 
c. Dasar Yuridis; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan 
pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan 
lainnya yang berlaku. Penerapan secara yuridis ini harus secara 
integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan 
perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.  
3. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak 
 Menurut Maidin Gultom,12 prinsip-prinsip perlindungan anak 
antara lain, yaitu: 
a. Anak tidak dapat berjuang sendiri  
Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak 
adalah Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, 
bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya anak harus dilindungi. 
                                                             
11 Arif Gosita,  1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak, Era Hukum, 
Jurnal Ilmiah Hukum No. 4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Tarumanegara, Jakarta, hal. 264-
265.   
12 Maidin Gultom,Op.cit.,hal. 39.   
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Anak tidak dapat melindungi melindungi sendiri hak-haknya, 
banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Oleh karena itu, 
Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan 
perlindungan hak-hak anak. 
b. Kepentingan terbaik anak (the best interest of the child)  
Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, 
dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak 
harus dipandang sebagai of paramount importence (memperoleh 
prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. 
Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan 
mengalami hambatan. Prinsip the best interest of the child 
digunakan karena faktor usia dan pengetahuannya yang rendah. 
Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-
monster yang lebih buruk di kemudian hari. 
c. Ancaman daur kehidupan (life circle approach)  
Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa 
perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus. 
Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, 
termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia 
telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan 
primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, 
sehingga terbatas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit. 
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d. Lintas sektoral 
Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun 
mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, 
perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan 
yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, 
komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak 
dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. 
Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang 
membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.13 
4. Hukum Perlindungan Anak 
Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri 
yang tidak hanya sama tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk itu 
diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang 
menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum 
yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan Hukum 
Perlindungan Anak.14 
Arif Gosita,15 menyatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah 
hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar 
dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Sementara, Bismar Siregar 
berpendapat bahwa “Aspek Hukum Perlindungan Anak, lebih dipusatkan 
                                                             
13 Lihat Irwanto.”Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar”. Makalah. Medan: Seminar 
Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermal, 1 September 1997, hal. 2-4. 
14 Maidin Gultom, Op.cit., hal. 43.   
15 Arif Gosita, Op.cit., hal. 53.   
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kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat 
secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.”16 H. de Bie 
merumuskan “Kinderrecht (Aspek Hukum Anak) sebagai keseluruhan 
ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan, dan peradilan 
anak dan remaja, seperti yang diatur dalam BW, Hukum Acara Perdata, 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Hukum Acara Pidana serta 
peraturan pelaksananya.”17 
Hukum Perlindungan Anak merupakan hukum yang menjamin hak-
hak dan kewajiban anak, Hukum Perlindungan Anak berupa: Hukum Adat, 
Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara 
Pidana, dan peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak 
menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak 
benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan 
hak asasinya.Menurut Bismar Siregar: 
“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah 
satu isi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. 
Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi 
perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan 
budaya”18 
 
 Dengan memperhatikan berbagai dokumen dan pertemuan 
internasional, dapat dilihat bahwa kebutuhan terhadap perlunya 
perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai 
bidang/aspek, antara lain: 
                                                             
16 Irma Setyowati Soemitro, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 
15. 
17 Ibid., hal. 15.   
18 Bismar Siregar dkk, 1986, Hukum dan Hak-hak Anak, C.V. Rajawali, Jakarta, hal. 22. 
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a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; 
b. Perlindungan anak dalam proses peradilan; 
c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, 
pendidikan, dan lingkungan sosial);  
d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan 
kemerdekaan;  
e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, 
perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan atau 
penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam 
melakukan kejahatan dan sebagainya);  
f. Perlindungan anak-anak jalanan;  
g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik 
bersenjata;  
h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.19 
Menurut Arif Gosita,20 Pelaksanaan perlindungan anak agar 
nantinya perlindungan terhadap anak dapat efektif, nasional positif, 
bertanggung jawab dan bermanfaat haruslah memenuhi beberapa 
persyaratan sebagai berikut:  
a. Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksanakannya 
perlindungan anak harus mempunyai pengertian-pengertian yang 
tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak agar dapat 
                                                             
19 Barda N. Arief, 1996, Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak., Makalah, Seminar Nasional 
Peradilan Anak Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, Hal. 3.   
20 Arif Gosita, Op.cit., hal. 19-21.   
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bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan 
mengatasi permasalah yang berkaitan dengan pelaksanaan 
perlindungan anak. 
b. Perlindungan anak “harus dilakukan bersama” antara setiap warga 
negara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan 
pemerintah demi kepentingan bersama dan kepentingan nasional.  
c. “Kerjasama dan kordinasi” diperlukan dalam melancarkan kegiatan 
perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab, dan 
bermanfaat antara para partisipan yang bersangkutan. 
d. Perlunya diusahakan inventarisasi faktor yang menghambat dan 
mendukung kegiatan perlindungan anak. 
e. Harus dicegah adanya penyalahgunaan kekuasaan, mencari 
kesempatan yang menguntungkan dirinya sendiri dalam membuat 
ketentuan yang mengatur masalah perlindungan anak. 
f. Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai 
bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 
g. Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, pihak anak harus 
diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi 
diri sendiri dan kelak dikemudian hari dapat menjadi orang tua yang 
berperan aktif dalam kegiatan perlindungan anak. 
h. Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan 
rasa tidak dilindungi pada pihak yang bersangkutan dan oleh 
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karena adanya penimbulkan penderitaan, kerugian pada para 
pertisipan tertentu. 
i. Perlindungan anak harus didasarkan antara lain atas 
pengembangan hak dan kewajiban asasinya. 
C. Tindak Pidana Persetubuhan  
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat 
penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya 
tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin 
yakni kata delictum. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum 
sebagai berikut: 
“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak 
pidana).”21 
 
 
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, 
terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan 
hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan 
sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. 
Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam 
                                                             
21 Sudarsono, 2007, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, hal. 92.   
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kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, 
sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang 
mempergunakan istilah peristiwa pidana atau pebuatan pidana atau 
tindakan pidana.22 
Penulis akan memaparkan beberapa pengertian strafbaarfeit 
menurut beberapa pakar antara lain: 
Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari 
buku karya Lamintang, sebagai: 
“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) 
yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh 
seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku 
tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”23 
 
 
Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden 
Marpaung strafbaarfeit sebagai berikut: 
“strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang 
telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh 
seseorang yang tindakannya tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan 
sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”24 
 
Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (strafbaarfeit) 
memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut: 
a. Suatu perbuatan manusia;  
                                                             
22 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Rangkang Education, Yogyakarta, hal. 
20.   
23 Lamintang, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Keempat, P.T.Citra Aditya 
Bakti, Bandung, hal. 182.   
24 Leden Marpaung, 2012, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, 
Jakarta, hal. 8.   
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b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang;  
c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan.25 
 
Dalam KUHP sendiri, tindak Pidana dibagi menjadi dua yakni 
pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III 
dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada 
kejahatan. 
Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian 
strafbaarfeit, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan 
oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang 
rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar. 
2. Pengertian Persetubuhan 
Menurut R. Soesilo,26 persetubuhan ialah :  
“Perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya 
dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-
laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga 
mengeluarkan air mani”.  
 
Pengertian persetubuhan menurut rumusan KUHP adalah sesuai arrest 
hoge read disebutkan :  
 
                                                             
25 Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, Cetakan Kedua, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, hal. 48.   
26 R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya, 
Politeia, Bogor, hal. 167. 
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“Tindakan memasukan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan 
perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan 
kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam 
kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa 
perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya 
kedalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal 
itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan 
pemerkosaan”. 
  
Namun Andi Zainal Abidin Farid,27 berpendapat bahwa 
persetubuhan itu terjadi karena pertemuan atau peraduan alat kelamin 
laki-laki dan perempuan baik keluar air mani atau tidak.  
Pandangan-pandangan tersebut juga menegaskan bahwa 
persetubuhan itu dapat terjadi dengan adanya peraduan dua jenis kelamin 
yang berbeda, yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. 
  
3. Ketentuan Pidana Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak 
a. Menurut KUHP 
Menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah:  
“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar 
perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, 
bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umumnya tidak 
jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana 
penjara paling lama sembilan tahun.” 
 
Bagian inti delik dari pasal diatas adalah :  
1. Bersetubuh dengan perempuan diluar kawin  
2. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya 
belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, belum 
waktunya untuk kawin. 
                                                             
27 Andi Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 396. 
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Selanjutnya dalam Pasal 287 (2) disebutkan „‟Penuntutan hanya 
berdasarkan pengaduan, kecuali jika permpuan belum sampai dua belas 
tahun atau jika salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294‟‟.  
Unsur yang terkandung dalam Pasal 291 adalah akibat dari 
persetubuhan itu, diantaranya luka-luka, luka berat dan luka ringan. 
Sedangkan dalam Pasal 294 adalah persetubuhan yang dilakukan 
terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah 
pengawasannya, pembantu atau bawahannya.  
Jika rumusan dalam Pasal 287, terdapat dua jenis tindak pidana di 
dalamnya, yang pertama adalah tindak pidana aduan, yang terdapat 
dalam unsur bersetubuh dengan anak yang umurnya diatas 12 (dua 
belas) tahun dan belum mencapai lima belas tahun. Didalam tindak 
pidana aduan / delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila 
ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak 
pidana. Korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak 
yang berwenang apabila diantara mereka telah terjadi perdamaian. Yang 
kedua adalah tindak pidana biasa, yang unsurnya adalah bersetubuh 
dengan anak yang umurnya belum mencapai 12 (dua belas) tahun atau 
mengakibatkan luka berat, luka ringan atau bersetubuh dengan anak 
kandung, anak tiri, anak angkat, bawahan atau pembantu. Karena 
merupakan tindak pidana biasa maka dalam penuntutannya tidak 
memerlukan adanya pengaduan. Didalam tindak pidana bias/delik biasa, 
perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan 
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(korban). Walaupun korban telah mencabut laporan/pengaduan kepada 
pihak yang berwenang, namun pihak yang berwenang tetap berkewajiban 
melanjutkan proses perkara.  
Dalam Pasal 287 tersebut, syarat persetubuhan harus dilakukan 
diluar perkawinan, jadi apabila persetubuhan tersebut dilakukan terhadap 
istri sendiri, maka tidak dapat dituntut dengan pasal tersebut, melainkan 
dengan pasal yang lain, yaitu Pasal 288 KUHP. 
 
b. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
Tindak pidana persetubuhan terhadap anak selanjutnya mendapat 
pengaturan yang lebih khusus dengan diberlakukannya Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungn Anak.  
Dalam UU tersebut, pengaturan tentang persetubuhan terhadap 
anak diatur dalam Pasal 81, yang berbunyi :  
1) “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan 
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang 
lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh 
juta rupiah).”  
 
 
2) “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya 
atau dengan orang lain.” 
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Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas “lex Specialis 
derogat lex generalis”, dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus 
mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya 
kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu 
peraturan perundang-undangan.  
Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya 
Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHP sudah tidak 
dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap 
anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak telah 
diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil delik 
persetubuhan yang dilakukan terhadap anak. Jadi dalam hal ini Pasal 81 
Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan “lex spesialis derogate 
lex generalis” dari Pasal 287 KUHP dimana dalam penerapan hukum bagi 
delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, penggunaan Pasal 81 
Undang-Undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 
KUHP. 
 
c. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU 
No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Perubahan ini 
mempertegas adanya sanksi pemberatan kejahatan terhadap anak baik 
sanksi pidana dan denda, serta mempertegas tambahan pidana apabila 
pelakunya adalah orang-orang terdekat yang sebelumnya belum diatur 
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dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun 
ketentuan pidana tentang persetubuhan terhadap anak dalam Pasal 81 
Undang-Undang Perlindungan Anak diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 
 Pasal 81 ( UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ) 
1.) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda 
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
 
 
Adapun isi dari Pasal 76D tersebut sebagai berikut : 
 
“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman 
Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain.” 
 
2.) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu 
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 
3.) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau 
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tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) 
dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
D. Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) 
1. Pengertian Concursus 
Concursus diatur dalam Pasal 63 sampai dengan 71 KUHP, dalam 
KUHP gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan 
Samenloop van Strafbare Feiten yaitu satu orang yang melakukan 
beberapa peristiwa pidana28. Dalam bukunya E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi 
terdapat batasan, bentuk dan syarat syarat dari concursus yaitu29: 
 Batasan Concursus 
a. Satu tindakan yang dilakukan (aktif/passif) oleh seseorang yang 
dengan tindakan tersebut terjadi dua/lebih tindak pidana 
sebagaimana dirumuskan dalam perundangan. 
b. Dua atau lebih tindakan yang dilakukan (aktif/passif) oleh 
seorang, yang dengan itu telah terjadi dua atau lebih tindak 
pidana sebagaimana dirumuskan dalam perundangan. 
c. Dua atau lebih tindakan yang dilakukan (aktif/passif) oleh 
seseorang secara berlanjut yang dengan itu telah terjadi dua 
kali atau lebih tindakan pidana (pada umumnya sejenis). 
 
                                                             
28 E. Utrecht, Hukum Pidana II (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), hlm. 137. 
29 E.Y. Kanter, S.H dan S.R. Sianturi, S.H, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 
(Jakarta: Storia Grafika, 2002), hal, 391 
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 Bentuk-bentuk dalam Concursus 
a. Perbarengan tindakan tunggal atau perbarengan ketentuan 
pidana (concursus idealis). 
b. Perbarengan tindakan jamak atau perbarengan tindak-tindak 
pidana (concursus realis). 
c. Perbarengan tindakan berlanjut.  
 Syarat-syarat dalam Concursus 
a. Ada dua/lebih tindak pidana (sebagaimana dirumuskan dalam 
perindang-undangan) dilakukan. 
b. Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang 
(atau dua orang/lebih dalam rangka penyertaan). 
c. Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut, belum ada yang diadili. 
d. Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus. 
 
2. Bentuk-Bentuk Concursus 
Dalam concursus kita mengenal 3 bentuk dalam KUHP yaitu 
Concursus Idealis, Concursus Realis, dan Perbuatan Berlanjut. 
 Concursus Idealis 
Concursus Idealis diatur dalam Pasal 63 KUHP  yang berisi: 
1) Jika sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu 
ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-
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ketentuan itu yang dipakai; jika pidana berlain, maka yang 
dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya; 
2) Jika bagi sesuatu perbuatan yang dapat dipidana karena 
ketentuan pidana umum, ada ketentuan pidana khusus, 
maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan. 
 
Menurut Simons apabila tertuduh itu hanya melakukan satu 
perilaku yang terlarang dan dengan melakukan perilaku tersebut, 
perilakunya itu ternyata telah memenuhi rumusan-rumusan dari beberapa 
ketentuan pidana, atau dengan perkataan lain apabila dengan melakukan 
satu perilaku itu, tertuduh ternyata telah melakukan beberapa tindak 
pidana, maka di situ terdapat apa yang disebut eendaadse samenloop 
atau concursus idealis ataupun apa yang oleh Profesor van Hamel juga 
telah disebut sebagai samenloop van strafbepalingen atau gabungan 
ketentuan-ketentuan pidana30. 
Dalam perkembangannya terdapat 2 penafsiran untuk menentukan 
satu tindakan atau lebih sebelum tahun 1932, yang dianggap sebagi satu 
tindakan dalam Pasal 63 ayat 1 adalah tindakan nyata atau tindakan 
material yang dapat dilihat dalam kasus seorang supir yang telah dicabut 
SIMnya, dalam keadaan mabuk mengemudikan mobil, dipandang sebagai 
satu tindakan saja (Arrest HR, 11 April 1927 W. 11673). Lalu setelah 
tahun 1932 dalam kasus seorang supir yang mabuk mengendarai sebuah 
                                                             
30 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1996), hal, 
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mobil tanpa lampu waktu malam hari dipandang sebagai dua tindakan dan 
melanggar dua ketentuan pidana (Arrest HR 15 Febr. 1932, W. 12491)31. 
Arrest tersebut diperkuat dengan pendapat dari Pompe yaitu 
apabila seseorang melakukan satu tindakan  pada suatu tempat dan saat, 
namun harus dipandang merupakan beberapa tindakan apabila tindakan 
itu mempunyai lebih dari satu tujuan atau cakupan32. Contohnya 
seseorang mabuk berada di jalan umum dan dalam keadaan tersebut ia 
memukul seorang polisi yang sedang bertugas dan polisi tersebut 
mendapatkan luka karenanya, cakupannya adalah: 
1) Mengganggu lalu lintas di jalan. 
2) Melakukan perlawanan kepada pejabat yang melakukan tugas 
yang sah. 
3) Menganiaya. 
Dalam contoh diatas perbuatan tersebut dipandang sebagai dua 
tindakan karena memiliki tujuan yang berbeda dan mencakup lebih dari 
satu cakupan sesuai apa yand dikatakan oleh Pompe. 
Sistem pemidanaan dalam concursus idealis adalah menururt ayat 
1 digunakan sistem absorbsi, yaitu hanya dikenakan satu pidana pokok 
yang terberat. Contohnya perkosaan dijalan umum, melanggar Pasal 285 
(12 tahun penjara) dan Pasal 281 (2 tahun 8 bulan penjara). Maksimum 
pidana penjara yang dapat dikenakan ialah 12 tahun. 
                                                             
31 E.Y. Kanter, S.H dan S.R. Sianturi, S.H, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 
(Jakarta: Storia Grafika, 2002), hal, 393 
32 E.Y. Kanter, S.H dan S.R. Sianturi, S.H, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 
(Jakarta: Storia Grafika, 2002), hal, 394 
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Ketentuan dalam Pasal 63 ayat 2 berlaku asal Lex Specialis 
Derogate Lex Generalis, yang artinya ketentuan khusus 
mengesampingkan ketentuan umum33. Contohnya seorang wanita 
mengugurkan kandungannya dalam hal itu perbuatannya memenuhi unsur 
dari Pasal 346 dan Pasal 338 namun dalam asas yang berlaku wanita 
tersebut hanya dapat dikenakan pertanggung jawaban dari Pasal 346 saja 
sesuai dengan asas tersebut.  
 
 Concursus Realis 
Menurut Simons apabila tertuduh telah melakukan lebih daripada 
satu perilaku yang terlarang, dan dengan melakukan perilaku-perilaku 
tersebut tertuduh telah melakukan lebih daripada satu tindak pidana, 
maka di situ terdapat apa yang disebut meerdaadse samenloop atau 
concursus realis34. 
Concursus realis diatur dalam Pasal 65 sampai dengan 71 KUHP, 
dalam Pasal 65 mengatakan: 
1) Jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-
masingnya harus dipandang  sebagai satu perbuatan bulat 
dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang 
terancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka satu 
pidana saja yang dijatuhkan; 
                                                             
33 E.Y. Kanter, S.H dan S.R. Sianturi, S.H, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan 
Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, hal.395. 
34 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1996), hal, 
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2) Maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang 
diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh 
lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya. 
Apa yang tersirat dalam Pasal 65 ini  adalah bentuk gabungan 
beberapa kejahatan (concursus realis). Apabila terdapat seseorang yang 
melakukan beberapa kejahatan, akan dijatuhi satu hukuman saja apabila 
hukuman yang diancamkan adalah sejenis hukuman mana  tidak boleh 
lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan 
sepertiganya. Pasal 65 ini membahas tentang gabungan kejahatan yang 
hukumannya sejenis. Misalnya seseorang diancam hukuman pidana 
selama 4 dan 6 tahun maka orang tersebut dapat dijatuhkan maksimum 
ancaman pidananya 6 tahun + sepertiga X 6 tahun = 8 tahun. 
Dalam Pasal 66 KUHP mengatakan: 
1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus 
dipandang sebagai perbuatan bulat (yang berdiri sendiri), 
dan merupakan beberapa kejahatan, yang atasnya 
ditentukan pidana pokok yang tidak semacam, maka setiap 
pidana itu dijatuhkan,  tetapi jumlah lamanya tidak boleh 
melebihi pidana yang  tertinggi ditambah sepertiganya; 
2) Dalam hal itu pidana denda dihitung menurut lamanya 
maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan 
untuk perbuatan itu. 
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Pasal 66 ini juga menjadi dasar hukum bagi gabungan beberapa 
perbuatan (concursus realis) hanya bedanya hukuman yang diancamkan 
bagi kejahatan-kejahatan itu tidak sejenis. Maka dari itu hukuman yang 
dijatuhkan tidak hanya satu melainkan tiap-tiap perbuatan itu dikenakan 
hukuman, namun jumlah semuanya tidak boleh lebih dari hukuman yang 
terberat ditambah  dengan sepertiganya bagi hukuman denda 
diperhitungkan hukuman kurangan penggantinya. 
Dalam Pasal 67 KUHP mengatakan : 
“Pada pemidanaan  dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, 
tidak dapat dijatuhkan di sampingnya pidana lain daripada pencabutan 
hak-hak tertentu, perampasan barang  yang telah disita, dan 
pengumuman keputusan hakim”. 
 
Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa hukuman kurungan dan 
hukuman denda tidak dapat dijatuhkan berdampingan dengan hukuman 
mati atau hukuman seumur hidup yang dikenakan. 
Dalam Pasal 68 mengatakan: 
1) Dalam hal ihwal yang tersebut dalam Pasal 65 dan 66 maka 
tentang pidana tambahan berlaku ketentuan yang berikut di 
bawah ini: 
Ke-1  Pidana mencabut hak yang sama dijadikan satu pidana, 
lamanya, sekurang-kurangnya dua tahun, selama-lamanya lima 
tahun lebih dari pidana pokok atau pidana pokok yang 
dijatuhkan lain dari denda, dijadikan satu pidana sekurang-
kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun; (KUHP 
Pasal 38) 
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Ke-2 Pidana mencabut hak yang berlain-lainan, 
dijatuhkan masing-masing bagi tiap-tiap kejahatan 
dengan tidak dikurangi; 
 
Ke-3 Pidana merampas barang, begitu juga pidana 
kurungan pengganti jika barang itu tidak diserahkan, 
dijatuhkan masing-masing bagi tiap-tiap kejahatan 
yang tidak dikurangi. 
2) Jumlah pidana kurungan pengganti itu lamanya tidak lebih lama 
dari delapan bulan. 
 
Pasal di atas berbicara mengenai apabila seorang hakim akan 
menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu 
yang sama jenisnya. Lamanya pencabutan harus sama dengan  lamanya 
hukuman penjara atau hukuman kurungan yang dijatuhkan, ditambah 
dengan sedikit-dikitnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun. 
Apabila hukuman tersebut tidak sama jenisnya, pencabutan hak itu 
dijatuhkan pada tiap-tiap kejahatan yang dituduhkan, tanpa dikurangi. 
 Demikian pula apabila dijatuhkan hukuman tambahan berupa 
perampasan barang-barang tertentu dari hukuman kurungan pengganti itu 
tidak diserahkan, maka tiap-tiap hukuman harus dijatuhkan tanpa 
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dikurangi, sementara itu hukuman pengganti lainnya tidak boleh lebih dari 
delapan bulan. 
Dalam Pasal 69 KUHP mengatakan: 
1) Perbandingan berat pidana pokok yang tidak semacam, 
ditentukan menurut urutan pada Pasal 10; 
2) Dalam hal hakim dapat memilih antara beberapa macam 
pidana pokok, maka untuk perbandingan hanya pidana yang 
terberat saja yang dapat dipilihnya; 
3) Perbandingan beratnya pidana pokok yang semacam, 
ditentukan oleh maksimumnya; 
4) Perbandingan lamanya pidana pokok yang tidak semacam, 
maupun pidana pokok yang semacam ditentukan pula oleh 
maksimumnya. 
 
Sebagaimana diketahui bahwa hukuman terdiri dari dua macam 
yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan yang ketentuannya 
terdapat dalam Pasal 10, apabila terdapat dua hukuman yang berbeda 
maka diharapkan dipilih hukuman yang  terberat, perbandingan lamanya 
hukuman yang tidak sejenis ditentukan oleh maksimumnya. 
Dalam Pasal 70 KUHP mengatakan: 
1) Jika ada gabungan secara yang termaktub dalam Pasal 65 
dan 66 antara pelanggaran dengan kejahatan atau antara 
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pelanggaran dengan pelanggaran, maka dijatuhkan pidana 
bagi tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi.  
2) Untuk pelanggaran jumlah pidana kurungan dan pidana 
kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari satu tahun empat 
bulan dan jumlah pidana kurungan pengganti tidak boleh 
melebihi delapan bulan. 
 
Pasal 70 ini memuat tentang gabungan kejahatan dengan 
pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran. Maka dalam hal ini 
setiap kejahatan harus dijatuhi hukuman tersendiri begitu juga dengan 
pelanggaran harus dijatuhkan hukuman sendiri-sendiri. Apabila terdapat 
hukuman kurungan maka hal ini tidak lebih dari satu tahun empat bulan 
sedang apabila mengenai hukuman kurungan pengganti denda tidak 
boleh lebih dari delapan bulan. 
Dalam Pasal 71 KUHP mengatakan: 
1) Kalau seseorang, sesudah dipidana disalahkan pula berbuat 
kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan sebelum ia 
dipidana itu, maka pidana yang dahulu itu turut dihitung, 
dengan menggunakan ketentuan dalam bab ini dalam hal 
perkara-perkara itu, kecuali yang ditentukan dalam ayat 
berikut. 
2) Kalau seseorang, sesudah dipidana penjara seumur hidup, 
disalahkan pula berbuat kejahatan yang dilakukan sebelum 
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ia dipidana, dan yang diancam dengan pidana mati, maka 
dapat dijatuhkan pidana mati.   
 
Perbuatan yang dilakukan dalam bentuk gabungan tidak 
senantiasa dapat diadili sekaligus dalam waktu yang sama. Dari pasal-
pasal di atas maka dapatlah diketahui bagaimana sistem pemberian 
hukuman bagi pelaku tindak pidana gabungan. 
 
 Perbuatan Berlanjut 
      Perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP yaitu: 
1) Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, 
meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan 
kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang 
sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah 
satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan 
yang terberat pidana pokoknya; 
2) Begitu juga hanyalah satu ketentuan pidana yang dijalankan, 
apabila orang disalahkan memalsukan atau merusak uang 
dan memakai benda, yang terhadapnya dilakukan perbuatan 
memalsukan atau merusak uang itu; 
3) Akan tetapi jikalau kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 
364, 373,  379 dan Pasal 407 ayat pertama dilakukan 
dengan berturut-turut, serta jumlah kerugian atas kepunyaan 
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orang karena perbuatan itu lebih dari Rp. 25,- maka 
dijalankan ketentuan pidana Pasal 362, 372, 378, atau 406. 
 
Perbuatan berlanjut baru dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan 
berlanjut jika35: 
1) Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan 
pelaksanaan satu keputusan yang terlarang. 
2) Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah 
menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis. 
3) Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak 
pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu 
yang relatif cukup lama. 
 
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
1. Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan Hakim atau Ratio Decidendi adalah argument 
atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum 
yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik 
sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih 
dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul 
dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, 
                                                             
35 Lamintang, 1996, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti,  Bandung, hal. 
708. 
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keterangan terdakwa, dan barang bukti. Hakikat pada 
pertimbangan yuridis Hakim merupakan pembuktian unsur-unsur 
dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi 
dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut 
umum/dictum putusan Hakim.  
Pertimbangan Hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, 
yakni: 
“Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. 
Pertimbangan yuridis adalah pertimbagngan hakim yang 
didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam 
persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai 
hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya Dakwaan 
jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan 
saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan 
hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat 
dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, 
kondisi diri terdakwa , dan agama terdakwa.” 
 
Fakta - fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari 
lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana 
tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan 
bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan 
terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah 
terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau 
tidak.  
Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, 
barulah Hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang 
didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik 
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yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan 
doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah 
kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya.  
Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek 
putusan Hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat 
meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang 
memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana 
sebelumnya (Recidivis).  
2. Pertimbangan Sosiologis 
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hakim wajib 
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 
keadilan yang hidup dalam masyarakat. ketentuan ini dimaksudkan 
agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan 
masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-
nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat.  
Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-tengah 
masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami 
perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, 
dilakalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk 
senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai 
pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normative, 
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diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya 
sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru 
berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian 
ilmu hukum (nomatif), seandainya terjadi dan akan terjadi benturan 
bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan 
apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian 
hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan, 
faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh 
hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara 
lain: 
a) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-
nilai yang hidup dalam masyarakat.  
b) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa 
serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal 
yang memberatkan terdakwa.  
c) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, 
kesalahan, peranan korban.  
d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum 
tersebut berlaku atau diterapkan.  
e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta 
dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam 
pergaulan hidup.  
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Selain harus memperhatikan sistem pembuktian yang 
dipakai di Indonesia, cara hakim dalam menentukan suatu 
hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus 
berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh 
masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang 
setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus 
memperhatikan:  
a) Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu 
pelanggaran pidana yang berat atau ringan).  
b) Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu.  
c) Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran 
pidana itu (yang memberatkan dan meringankan).  
d) Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang 
telah berulang-ulang dihukum (recidivist) atau 
seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah 
ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun 
seorang yang telah berusia tinggi.  
e) Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.  
f) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.  
Selain melihat pertimbangan yuridis dan sosiologis hakim 
dalam menjatuhkan putusannya juga mempertimbangkan dan 
mengkaitkan dengan fungsi putusan hakim sebagai a tool of social 
engineering yaitu: 
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I. Fungsi social engineering (rekayasa sosial) dari hakim maupun 
putusan hakim pada setiap masyarakat (kecuali masyarakat 
totaliter), ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk 
menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap 
perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial.  
II. Kebebasan pengadilan yang merupakan hal esensial dalam 
masyarakat demokratis. Pembatasan lebih lanjut diadakan jika 
pengadilan menjadi penerjemah yang tertinggi dari konstitusi. 
Kecenderungan yang mencolok di tahun-tahun akhir ini tidak dapat 
dicampuri dengan kebijakan modern Badan Legislatif melalui 
penafsiran konstitusi yang kakuh dan tidak terlalu objektif. Kata-
kata yang bermakna luas dari teks-teks konsitusi sering melahirkan 
rintangan-rintangan yang tak teratasi.  
III. Dalam sistem-sistem hukum, ditangan organ politiklah terletak 
pengawasan yang tertinggi terhadap kebijakan badan legislative 
sehingga funggsi hakim menjadi relative lebih mudah. Fungsi 
tambahan dari badan pengadilan itu sebagai penafsiran peraturan-
peraturan politik dan sebagai wasit terhadap tindakan-tindakan 
yang administrative sifatnya.  
IV. Dalam penafsiran preseden dan undang-undang, fungsi pengadilan 
harus lebih positif dan konstruktif. Penafsiran undang-undang harus 
dilakukan dengan penafsiran dengan sangat baik dan sangat 
pembantu kebijakan hukum.  
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V. Dengan semakin banyaknya penggunaan hukum sebagai alat 
pengendali sosial serta kebijakan dalam masyarakat modern, maka 
secara bertahap akan mengurangi bidang “hukumnya pakar 
hukum”. Dengan demikian, fungsi kreatif dari hakimlah yang akan 
berkembang dalam sistem-sistem hukum kebijaksanaan36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
36 Ahmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 158. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian   
     Untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis 
pada skripsi ini, penulis  melakukan penelitian di Pengadilan Negeri 
Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara sesuai dengan masalah yang 
penulis kaji dalam penelitian ini. 
B. Jenis dan Sumber Data  
              Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan 
dalam dua jenis, yaitu:  
1. Data Primer 
Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan berupa wawancara 
kepada para pihak terkait yang telah ditentukan sebagai informan atau 
narasumber untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan 
dengan judul penulis. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-
dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. 
Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumentasi pada 
instansi terkait. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data 
yaitu:  
1. Penelitian Pustaka (Library Research) 
Penelitian pustaka dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data 
meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, telaah 
terhadap dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang 
berhubungan dengan penelitian itu. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara 
dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang 
berkaitan dengan judul yang ditulis untuk kelengkapan data yang 
akan dikumpulkan.  
D. Metode Analisis Data  
 Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama 
proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder 
dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskripsi yaitu 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh 
penulis. Dengan demikian hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu 
memberikan gambaran secara jelas dan konkrit mengenai penerapan 
Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pasal 81 Ayat (1) 
Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak Dalam Perkara Putusan PN: 587/Pid.Sus/2014/PN.Stb 
Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan 
membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat 
dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum. Oleh karena itu 
penulis terlebih dahulu membahas mengenai uraian posisi kasus 
dalam putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 
587/Pid.Sus/2014/PN.Stb adalah sebagai berikut: 
a. Identitas Terdakwa 
Nama    : Patar Wesli Wiliam Hutagaol  
 
Tempat Lahir   : Pematang Siantar;  
Umur/ tanggal lahir  : 48 tahun / 31 Agustus 1966;  
Jenis kelamin   : Laki – laki  
Kebangsaan   : Indonesia;  
Tempan tinggal   :Jl Bawang I No 29 Lk IV Perumnas 
Simalingkar Kel Mangga Kec Medan 
Tuntungan;  
Agama    : Kristen; 
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Pekerjaan   : Pegawai Swasta;  
 
b. Posisi Kasus 
Awal kejadian terjadi pada sekitar bulan Juli 2013 sampai 
terakhir pada tanggal 28 Juni 2014 atau setidak-tidaknya pada 
waktu lain diantara tahun 2013 dan tahun 2014 bertempat di 
Jl.Perniagaan No.13 Kel.Pekan Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura 
Kab.Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih 
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, terdakwa 
Patar Wesli Wiliam Hutagaol telah melakukan perbarengan 
beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan 
yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang 
diancam dengan pidana pokok yang sejenis, perbuatan mana 
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
- Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan 
Mei 2013 sekira pukul 19.00 WIB, ketika saksi korban 
Hanna Zafanya Br Gultom (umur 12 tahun) sedang tidur-
tiduran di ruang televisi sambil menonton televisi, 
kemudian terdakwa yang kost dirumah saksi korban 
keluar dari dalam kamarnya dan ikut menonton televisi 
bersama saksi korban sambil tidur-tiduran disamping 
saksi korban Hanna Zafanya Br Gultom, lalu terdakwa 
dan saksi korbanmengobrol tentang sekolah saksi korban 
Hanna Zafanya Br Gultom, akan tetapi sambil bercerita 
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terdakwa memeluk tubuh saksi korban Hanna Zafanya Br 
Gultom sambil meraba payudara saksi korban, mencium 
payudara saksi korban sambil meraba-raba kemaluan 
saksi korban dengan menggunakan tangannya, 
kemudian pada saat itu saksi korban menolak tubuh 
terdakwa sambil berkata “ngapain uda”, lalu saksi korban 
bangkit dan pergi kekamar saksi korban dan mengambil 
bantal, lalu pada saat itu terdakwa berkata “JANGAN 
KASITAU MAMAK AMA BAPAK YA, NANTI KUBUNUH 
KALIAN BERTIGA”, kemudian terdakwa masuk kedalam 
kamarnya. 
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat 
diingat lagi pada bulan Juli 2013, ketika orang tua saksi 
korban tidak berada dirumah, lalu ketika saksi korban 
hendak mengambil minum, terdakwa bertemu dengan 
saksi korban Hanna Zafanya Br Gultom di anak tangga, 
kemudian terdakwa memegang tangan saksi korban 
Hanna Zafanya Br Gultom dan berkata “SINILAH DULU”, 
lalu terdakwa memeluk saksi korban dan mendudukkan 
terdakwa mendudukkan saksi korban di anak tangga, 
hingga terdakwa dan saksi korban duduk berhadapan, 
lalu terdakwa mencium bibir saksi korban, lalu terdakwa 
menyuruh saksi korban untuk berdiri, kemudian terdakwa 
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membuka celana saksi korban dan menurunkannya 
hingga terbuka, lalu terdakwa membuka kancing baju 
saksi korban dan menaikkan keatas bra yang dipakai 
saksi korban, selanjutnya terdakwa mencium dan menjilat 
payudara saksi korban sambil terdakwa meraba-raba 
kemaluan saksi korban dengan menggunakan 
tangannya, lalu terdakwa membuka celananya dan 
menurunkan celananya sampai mata kaki sehingga 
terlihat penisnya (batang kemaluan ) terdakwa yang 
sudah mengeras dan menegang, lalu terdakwa menyuruh 
saksi korban untuk duduk sambil tergeletak, kemudian 
terdakwa menimpa tubuh saksi korban dan memasukkan 
kemaluannya kedalam lobang kemaluan saksi korban 
sambil membuka/mengangkangkan kedua kaki saksi 
korban, yang mana pada saat itu saksi korban merasa 
kesakitan, akan tetapi terdakwa tetap saja memasukkan 
kemaluannya ke lobang kemaluan saksi korban dan 
menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, hingga 
akhirnya terdakwa berhenti dan mengeluarkan cairan 
putih (sperma) dilantai tangga, selanjutnya terdakwa 
mencabut penisnya (batang kemaluan ) terdakwa dari  
lobang kemaluan saksi korban, lalu terdakwa berkata 
“JANGAN KASITAU MAMAK AMA BAPAK YA”, 
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kemudian terdakwa dan saksi korban masing-masing 
masuk kedalam kamar. 
- Bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi korban 
telah dilakukan terdakwa secara berulang kali kurang 
lebih sebanyak 6 (enam) kali yang dilakukan terdakwa 
dengan cara yang sama yang mana perbuatan terdakwa 
selanjutnya dilakukan terdakwa pada hari dan tanggal 
yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2013 sekira 
pukul 19.30 WIB diruang dekat tangga didalam rumah 
saksi korban, pada hari dan tanggal yang tidak dapat 
diingat lagi pada tahun 2013 sekira pukul 07.00 WIB 
didekat diruang dekat tangga di dalam rumah saksi 
korban, pada hari dan tanngal yang tidak dapat diingat 
lagi bulan Desember 2013 sekira pukul 20.00 WIB 
didalam kamar mandi lantai dua rumah saksi korban, 
pada tanggal 8 Februari 2014 sekira pukul 19.00 WIB 
dikamar tidur saksi korban, tanggal 21 Mei 2014 sekira 
pukul 21.00 WIB didepan rumah saksi korban, dan yang 
terakhir pada tanggal 28 juni 2014 sekira pukul 14.00 
WIB diruang tamu didalam rumah saksi korban. 
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Hanna Zafanya 
Br Gultom mengalami luka robek pada hymen sampai 
kedasar pada jam 10, 11, 12, 1, 2, 4, 5, 6, 7 dengan 
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kesimpulan hymen sudah tidak utuh lagi sesuai dengan 
VISUM ET REPERTUM Nomor 070-2615/VER/MR-
VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 yang ditandatangani oleh 
Dr.Edwar Ayub, Sp.OG dokter pada RSU Tanjung Pura 
Kab.Langkat. 
 
c. Dakwaan Penuntut Umum 
Dalam kasus perbuatan cabul ini, penuntut umum 
mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan 
pertama Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP atau 
dakwaan kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP atau 
dakwaan ketiga Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. 
Dalam dakwaan yang pertama, terdakwa didakwa 
melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut : 
1. Setiap orang; 
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak; 
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan 
orang lain. 
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Dakwaan kedua, terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) 
Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
adapun unsur-unsurnya sebagai berikut : 
1. Setiap orang; 
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak; 
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan 
orang lain. 
Dakwaan ketiga, terdakwa melanggar Pasal 82 Undang-
Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan 
unsur-unsur sebagai berikut : 
1. Setiap orang; 
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak; 
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul.  
 
d. Tuntutan oleh Penuntut Umum 
Tuntutan penuntut umum yang dibacakan di depan 
persidangan Pengadilan Negeri Stabat dengan melihat fakta-fakta 
yang terungkap dalam pemeriksaan secara berturut-turut berupa 
keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta bukti Visum et 
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repertum maka penuntut umum yang pada pokoknya menurut 
supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa 
dan mengadili perkara ini memutuskan : 
1. Menyatakan terdakwa Patar Wesli Wiliam Hutagaol 
bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan 
Perbarengan beberapa Perbuatan yang harus 
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri 
dengan sengaja dengan ancaman kekerasan 
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” 
sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 
ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam 
dakwaan kesatu. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Patar Wesli 
Wiliam Hutagaol dengan pidana penjara selama 9 
(sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada 
dalam tahanan sementara ditambah dengan denda 
sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) 
subsidair 4 (empat) bulan kurungan. 
3. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani 
membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu 
rupiah). 
 
 
 
55 
e. Amar Putusan 
Adapun yang telah menjadi amar putusan dalam perkara ini 
adalah sebagai berikut : 
 Menyatakan terdakwa Patar Wesli Wiliam Hutagaol terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN 
SENGAJA MENGANCAM DENGAN KEKERASAN MEMAKSA 
ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA SECARA 
BERLANJUT” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 
ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP; 
 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan 
pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta 
denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan 
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti 
dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 
 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan; 
 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan 
 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini 
sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); 
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f. Analisis Penulis 
Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari 
dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta yang 
terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa 
yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum.  
Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan 
diatas, maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik 
hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil dan syarat 
dapat dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada 
pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan 
oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk didalamnya keterangan 
saksi saling berkesesuaian ditambah keterangan terdakwa yang 
mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena 
itu, Hakim Pengadilan Negeri Stabat menyatakan bahwa unsur 
perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat 
dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 
ayat (1) KUHP. 
Adapun unsur - unsur tindak persetubuhan yang diatur 
dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut : 
 Unsur subjektif : 
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Setiap orang, dalam hal ini yaitu Patar Wesli Wiliam 
Hutagaol 
 Unsur objektif : 
I. Dengan sengaja, bahwa terdakwa Patar 
membelai-belai rambut, memeluk serta 
menciumi bibir terus menyetubuhi saksi korban 
Hana. Dalam hal ini terlihat terdakwa 
melakukan perbuatan tersebut secara sadar 
dan mengetahui bahwa perbuatannya akan 
menimbulkan akibat melawan hukum. 
II. Melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak, bahwa terdakwa 
Patar telah mengancam akan membunuh saksi 
korban Hana dan orangtuanya apabila 
kemauan terdakwa tidak dipenuhi sehingga 
saksi korban ketakutan sehingga memenuhi 
kemauan terdakwa. 
III. Melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain, bahwa terdakwa Patar telah 
memasukkan kemaluan kedalam kemaluan 
saksi korban Hana kemudian menggoyang-
goyangkan hingga terdakwa berhenti dan 
mengeluarkan cairan putih dilantai tangga serta 
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bukti berupa visut et repertum yang 
menyatakan hymen sudah tidak utuh lagi. 
IV. Melakukan perbarengan beberapa perbuatan 
yang harus dipandang sebagai perbuatan yang 
berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa 
kejahatan yang diancam dengan pidana pokok 
sejenis (Pasal 65 ayat (1) KUHP), bahwa di 
persidangan didapat fakta terdakwa Patar 
sudah melakukan persetubuhan dengan saksi 
korban Hana sebanyak 6 (enam) kali dari bulan 
Mei 2013 – Juni 2014. 
Berkaitan dengan masalah di atas penulis melakukan wawancara 
dengan salah seorang Panitera Pengadilan Negeri Stabat yaitu dengan 
bapak Arpan, SH. (wawancara Jumat tanggal 10 Juli 2015) yang 
menyatakan bahwa : 
“Penerapan hukum pidana pada perkara ini berdasarkan alat 
bukti, keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta 
fakta-fakta yang terungkap di persidangan sudah sesuai karena 
telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana persetubuhan terhadap 
anak sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak.” 
 
Selanjutnya yang sering menjadi kendala dalam memeriksa 
perkara yang khusunya mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap 
anak, yaitu menurut bapak Arpan, SH. (wawancara Jumat tanggal 10 Juli 
2015) yang mengatakan bahwa : 
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“Dalam proses persidangan yang menjadi kendala pada 
umumnya yaitu dalam pemeriksaan saksi yang biasanya sering 
tidak hadir pada saat pemanggilan untuk mendengengarkan 
keterangan saksi , sehingga menghambat jalannya proses 
persidangan dan terkadang dilakukan penundaan persidangan.” 
 
Adapun tujuan penjatuhan sanski terhadap tindak pidana 
persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur pada perkara 
Putusan PN: 587/Pid.Sus/2014/PN.Stb menurut bapak Arpan, SH. 
(wawancara Jumat tanggal 10 Juli 2015) yang mengatakan bahwa : 
“Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan 
serta denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan 
ketentuan apabila pidana denda tidak di bayar maka di ganti 
dengan kurungan selama 2 (dua) bulan, dengan tujuan agar 
terdakwa jera dan dapat memperbaiki diri sehingga tidak 
mengulangi perbuatannya.” 
 
Pemidanaan merupakan hasil keputusan dari majelis hakim, 
sebelum majelis hakim mengambil keputusan terhadap sanksi pidana 
yang akan di jatuhkan kepada terdakwa, maka majelis hakim harus 
mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan dan unsur 
pertanggungjawaban yang ada pada diri terdakwa. Sehingga sanksi 
pidana yang di jatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau 
pertentangan dan juga dapat mendatangkan rasa keadilan di masyarakat. 
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B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada 
Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Pada 
Perkara Putusan PN: 587/Pid.Sus/2014/PN.Stb 
1. Pertimbangan Hukum Hakim  
Menimbang bahwa Terdakwa atau Penasehat Hukum 
Terdakwa mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum tersebut tetapi ditolak oleh Majelis Hakim 
melalui putusan sela, maka sidang perkara ini dilanjutkan dengan 
acara pembuktian ;  
Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke 
persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan 
kejahatan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 81 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. 
Pasal 65 ayat (1) KUHP;  
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar 
keterangan beberapa saksi dibawah sumpah menurut agamanya 
masing-masing antara lain sebagai berikut :  
Saksi Hana Zefaya Br. Gultom, Garundang Gultom, dan Waldemar 
Manurung telah memberikan keterangan sesuai apa yang diberikan 
kepada penyidik dan keterangan telah termuat dalam berita acara 
persidangan dimana keterangannya pada pokoknya telah 
mendukung dakwaan penuntut umum dan memberatkan perbuatan 
terdakwa ; 
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Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan 
dibacakan visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Tanjung 
Pura No. 070-2615/VER/MR-VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 dengan 
kesimpulan hymen sudah tidak utuh yang telah ditandatangani oleh 
Dr. Edwar Ayub, Sp.OG sebagai barang bukti;   
Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah 
memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui 
perbuatannya dan keterangan tersebut telah termuat dalam berita 
acara persidangan ini ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, 
maka didapatlah fakta-fakta di persidangan, dimana keterangan 
para saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah antara 
yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan berhubungan 
dengan keterangan terdakwa serta dengan diajukan barang bukti 
dipersidangan maka unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 
dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi oleh perbuatan 
terdakwa ;  
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam 
rumusan delik telah terpenuhi semua oleh perbuatan terdakwa 
maka terdakwa dinyatakan terbukti secara menurut hukum dan 
Hakim yakin akan kesalahan terdakwa telah melakukan perbuatan 
sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum ;  
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Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut 
dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Hakim akan 
mempertimbangkan sebagai berikut ;  
Menimbang, bahwa Hakim tidak melihat adanya alasan 
penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf 
dalam perbuatan terdakwa tersebut sehingga perbuatan terdakwa 
dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;  
Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan terdakwa telah 
terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya 
karenanya harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara ;  
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, 
penahanan terdakwa harus tetap dilanjutkan agar terdakwa tidak 
menghindarkan diri dari pelaksanaan hukuman yang akan 
dijatuhkan ;  
Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam 
tahanan seluruhnya haruslah dikurangkan dari hukuman yang akan 
dijatuhkan kepada terdakwa ;  
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap 
terdakwa terlebih dahulu hakim perlu mempertimbangkan hal-hal 
yang ada pada diri terdakwa baik hal-hal yang memberatkan 
maupun hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga putusan 
yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan ; 
  
 
 
63 
Hal – hal yang memberatkan : 
 Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan 
seorang anak sehingga menyebabkan saksi korban 
Hana Zefaya Br. Gultom menjadi trauma ; 
 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; 
 Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan 
keterangan ; 
Hal – hal yang meringankan : 
 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; 
 Terdakwa mengakui perbuatannya ; 
 Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ; 
 Terdakwa memiliki anak yang masih berumur 2 (dua) 
tahun 
 
2. Amar Putusan 
MENGADILI : 
 Menyatakan terdakwa Patar Wesli Wiliam Hutagaol terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN 
SENGAJA MENGANCAM DENGAN KEKERASAN MEMAKSA 
ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA SECARA 
BERLANJUT” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 
ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP; 
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 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan 
pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta 
denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan 
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti 
dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 
 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan; 
 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan 
 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini 
sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); 
 
3. Analisis Penulis 
Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara harus 
mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan 
pertimbangan yuridis tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologis, yang 
mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Majelis hakim harus 
mempunyai keyakinan dalam memutus perkara dengan cara 
mendengarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan alat bukti, serta 
menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.  
Berdasarkan Putusan PN: 587/Pid.Sus/2014/PN.Stb, menyatakan 
bahwa terdakwa Patar Wesli Wiliam Hutagaol terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap 
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anak secara berlanjut. Maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 
selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp. 
100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana 
denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) 
bulan. 
Dengan demikian perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang 
melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar. Terdakwa juga adalah 
orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab dan terdakwa 
melakukan perbuatannya dengan sengaja serta tidak ada alasaan 
pemaaf. Sehingga dengan demikian putusan hakim yang berisikan sanksi 
pemidanaan sudah tepat. Sanski tersebut di berikan untuk memberikan 
efek jera, agar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi 
perbuatannya dikemudian hari.  
Majelis Hakim menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dengan 
hukuman penjara 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp. 
100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana 
denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) 
bulan, karena dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak yaitu mengatur pidana maksimal 15 
tahun penjara dan minimal 3 tahun penjara, sehingga dalam hal ini Majelis 
Hakim tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana dibawah 3 tahun penjara.  
Pertimbangan Majelis Hakim adalah hal yang sangat penting dalam 
menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, seorang Hakim haruslah 
 
 
66 
memutus perkara dengan pertimbangan yang berasal dari hati nurani dan 
pikiran agar dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya.  
Bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, terlebih 
dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga putusan yang di 
jatuhkan dapat mencapai rasa keadilan dalam masyarakat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 
menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut : 
1. Penerapan Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak oleh Hakim terhadap tindak pidana 
persetubuhan terhadap anak studi kasus Putusan PN: 
587/Pid.Sus/2014/PN.Stb telah sesuai dan berdasar karena telah 
memenuhi unsur-unsur yang ada. Serta selama pemeriksaan di 
persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan 
pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan 
pemaaf, sehingga terdakwa dinyata mampu bertanggungjawab dan 
harus mendapatkan sanksi yang setimpal atas perbuatannya.  
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana 
pada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam 
studi kasus Putusan PN: 587/Pid.Sus/2014/PN.Stb telah sesuai 
dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP yakni sekurang-
kurangnya dua alat bukti ditambah keyakinan Hakim. Alat bukti 
dalam kasus ini yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan 
terdakwa yang saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim 
memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak 
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pidana persetubuhan terhadap anak. Serta Hakim telah 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 
meringankan terdakwa.  
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan 
beberapa hal sebagai berikut : 
1. Diharapkan kepada para penegak hukum agar lebih 
memperhatikan duduk perkara yang berkaitan dengan 
perbuatan persetubuhan terlebih jika yang menjadi korban 
adalah anak. Sebab unsur-unsur dalam setiap tindak pidana 
persetubuhan bisa saja menjadi dasar penjatuhan hukuman 
yang lebih berat bagi pelaku.  
2. Diharapkan para orang tua agar lebih memperhatikan dan 
meningkatkan pengawasan terhadap anak.  
3. Anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan harus 
mendapatkan perhatian yang lebih khusus dari orang tua dan 
orang-orang di lingkungan sekitarnya agar anak tersebut tetap 
percaya diri serta dapat berprestasi.  
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 
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